
tsUPATI HATMAHER,A BARAT

KEPUTUSAN BIJPATI HATMAHERA BARAT
NoMoR : 57 /KPTS/rfi/2a26

TENTANG
PERPANIANGAN KEEMPAT PENETAPAN STATUS TANGGAP DARURAT

ffiilNCANA BANJIR DAN TANAH LONGSOR DI IYILAYAH KABUPATEN
FIALMAHERA BA}I.AT PROVINSI MALUKU UTARA

BUPATI HALMAIIERA BARAT,

I4enimbang ; a. bi,thlva berciasarkan hasil Rapat Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Banjir dan
l'att;ih Longsor pada hari Selasa, tanggai 12 Maret 2026 pukui 16.00 Wit sepakat
fiietilperpanjang Status Tanqgap Darurat Bencana Banjir dan Tanah Longsor di vu.ilayah
tr{a.i:l.lpaten iJalmahera Baral- - Provinsi Maluku Utara selama 30 [tiga puluhl hari;

'L:. hahrva berCasarkan pengan:latan tim dilapangan bagi desa-desa di inrilayah terdampak
hencaria banjir dan tanah longsor, dimana rumah-rumah warga masih tertimbun
meterial akibat banjir dan mnah lonsor serta semua akses jalan ye,ng rnenghubungkan
3.ltt-at-lviiayah kecamatan rusak parah sehingga tldak bisa dilalui oleh warga masyarakat
,t"ang beraklivitas, maka perlu dilakukan langka-langka antisipasi secara cepat;

c" bairr,va berdasarkan pertirnbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan hunrf b,
perlu menetapkan I(eputusan Eupati llalmahela Barat tentang Perpanjangan Keempat
t'enetapan Siatus Tanggap Darurat Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Kabupaten
F{aimahera Barat Provinsi Nlaluku Utara;

Mengingat : L. Undang-Undang Nornor 60 Tahun l-958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor
23 Darurat Tahun 1"957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II
Dalam Wilayah Swatantra Tingkat I Maluku Menjadi Undang-Undang;
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten
Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
[Jndang-Undang Nomor l Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera
Barat, Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Seiatan, I{abupaten Sula,
Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara

flernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19A, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2A07 tentang Penanggulangan Bencana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia nomor 4723;
Peraturan Pemerintah Nomor 2L Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan
Fenanggulangan Bencana [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 42,'l'ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4BZB);

I-lndang-tlndang Nomar 23 Tahun 20L4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2Al4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia nomor 5587); sebagaimana teiah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas

undang-undang Nomor 23 tahun 20L4 tentang Pemerintahan Daerah [Lembaran
Negara t(epublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

Repubiik Indonesia nomor 5679);
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7. Unclang-Undang Nomor I Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara pemerintah
Plrsat dan Pemerintah Daerah;

n. Feraluran Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan
Br:ncana;

q. F'era[ttr;rn Perrrerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan
Eantuan Bencana flembaran Negara Republik indonesia Tahun 2008 Nomor 43,
TamhahanLemharan Negara RepLrblik Indonesia Nomor 4SZ9);

1fi" Feratilran Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah;

11 Feraturan Menteri Keuangan Republik hrdonesia Nomor105 IPMI<.}1/2013 tentang
h4ekanisrne Pelaksanaan Anggaran Penanggulangan Bencana;

i2. Feraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12tl Tahun 2018 tentang Pernbentukan
Produk FIukum Daerah;

1:]. Peratttran Menteri Dalarn Negeri Nomor 77 Tahuir ZO2O tentang Pedoman Teknis
Fengelolaan Keuangan D;lerah;

1 4" Feraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 tentang
Penggunaan Dana Siap Pakai;

x 5. Peraturan Kepaia Badan Nasional Penangguiangan Bencana Nomor 9 Tahun 2008
tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat Badan Nasional Penangguiangan Bencana;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Fembentukan dan Susun;ln Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

i7 ' Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 3 Tahun ZAZ4 tentang
Penanggulangan Bencana Daerah;

N{EMUTUSKAN:
Menetapkan:

KESATU ; Perpaniangart Keempat Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir clan Tanah
Longsor di wilayah Kabupaten Halmahera Barat - Provinsi Maluku lJtara.

KEDUA ; Wilayah Peuetapan Status Tanggap Darurat Bencana sebagaimana dimaksud Dikturn l(esatu,
terdiri ;

a. liecamatan Sahu: Desa Sasur Pantai dan Desa Goro-Goro;
b. Kecarnatan il;u : Desa Tongute Ternate, Desa Tongute Ternate Asal, Desa Gamlamo clan

Desa fiam Ici;;
{t. }tecamatan Tabaru : Desa Duono dan Desa Goin.
ti. Kecantatan i.oloda : Desa Tolofuo, Desa Soasio, Desa Totala faya, Desa Kedr, Desa Tomocio

dan L-)esa Totala;
e. Kecarnatan Sahu Timur: Desa Gamomeng;

IGTIGA; Perpatrjangan Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana sebagaimana dimaksud pacla
Dikturn Kesatu berlaku selama :10 (tiga puluhJ hari, terhitung sejak tanggal 13 Maret 2026
l:rmgga tanggal ll April 2026"

I{EEMPAI' ; Pcs Kctrtandc Tariggap Darurat llencana Banjir dan Tanah Longsor di Kabupaten Halmahera
Barat Ncmot':Z L/l{pts/I/2026 tetap melaksanakan tugas dengan berpecioman sesuai
ket.e n tl, itr-r pera tilran perun dang- u ndan gan yang beriaku.

KELIMA ; Segaia br;lya yarrg tirnbul sebag,li akibat clari penetapan Keputusan ini ciibebankan pada
APEI.I, l\PtsD dan pendapatan ,ainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-
unclang;ln yan g berlaku,
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KEENAM; Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan masa
TanggapDarurat Bencana ini dapat diperpanjang ataupun diperpenclek
perryeienggaraan penanganan clarurat bencana dilapangan.

n di:jailo
al :13 b{aret2026

RA BARAT,

Tem busa n disampailran kepa-da_Yth :

1. Kepala Badan Nasionai Penanggulangan Bencana [BNpB) Ri di fakarta;
2. Gubernur Provinsi l'{air,rku Lltara di Sofifi;
3. Ketua DFRD Kab. Halmahera Barat di failolo;
4. Sekretaris Daerah Ex Officio Kepala BPBD Halmahera Barat di ]ailolo;
5 Kepala Pelaksana BaCan Penanggulangan Bencana Daerah Prorrinsi Maluku Utara di Sofifi;
6. Kepala Pr:laksana 13PBD Kab. Haimahera Barat di f ajlolo

berlaku Status
sesuai kebutuhan

Ass. Bid. Adnr. Urnum

Kabag l"lukum & Orgs
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